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Abstract

This article aims to reveal the motive for updating the marriage age in the revision of Marriage
Law number 16 of 2019. Marriage is a legal act that has theological, sociological, and juridical
dimensions. Theological in the sense that marriage is a religious law ordained by Allah and
His Messenger to be implemented with all the accompanying provisions. Sociological in the
sense that marriage is related to everything related to human activity in all its dimensions.
Meanwhile, juridical shows that marriage is bound by a set of legal rules that regulate it.
Marriage law has the purposes desired by Syaari' (maqoshid) including hifdzu an-Din and
hifdzu an-Nasl. Hifdzu an-Din means that marriage is a Shari‘a which becomes a medium for
implementing religious teachings as a form of submission and servitude to Sya‘ari'. As for
hidzu Nasl, it means that marriage is an effort to maintain a legitimate lineage according to
the provisions of the Shari‘a. In the sociological dimension, marriage is a medium for building
a noble civilization starting from the family system, society, and nation. Therefore, marriage
is closely related to issues of welfare, justice, and other matters. As for the juridical meaning,
marriage is a legal act (musyoharoh) that has the meaning of a treaty or agreement which
must start from equality in a broad scope, including equal principles, goals, and obedience.
In this context, legal skills must be tangible/measurable, one measure of which is the maturity
of both parties. Indonesia is a country with a fairly high number of underage marriages, so
several efforts must be made to overcome the prevalence of underage marriages, one of which
is by making updates to the marriage age norms set through amendments to the Marriage Law
number 1 of 1974 concerning marriage by Law no. 16 of 2019. In Article 7 it is determined
that the age of marriage for men and women is nineteen years, which was then strengthened
by the issuance of PERMA No. 5 of 2019. This is intended to ensure the benefit of a marriage
which takes into account several things; reproductive health, mental maturity, and readiness
to accept the burden (taklif) of their respective positions in a household. This research uses a
qualitative method with a library research approach by collecting a number of
data/information regarding marriage age. The results of this research show that setting the
age at marriage is closely related to psychological, medical (reproductive organs), and
sociological readiness as a basis for accepting the consequences of marriage.
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Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap motif dari pembaruan usia nikah dalam revisi
Undang undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019. Perkawinan merupakan sebuah
perbuatan hukum yang berdimensi teologis, sosiologis dan yuridis. Syariat perkawinan
memiliki maksud yang dikehendaki oleh Syaari’ (magoshid) di antaranya adalah hidzu an-
Din dan hifdzu an-Nasl. Dalam kontek ini, kecakapan hukumnya harus tangible/terukur
yang salah satu ukurannya adalah kematangan dari kedua belah pihak. Indonesia
merupakan negara dengan angka yang cukup tinggi perkawinan di bawah umurnya,
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sehingga harus dilakukan sejumlah upaya  untuk dapat menanggulangi maraknya
perkawinan dibawah umur, yang salah satunya dengan membuat pembaruan atas norma
usia nikah yang ditetapkan melalui amandenen atas UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974
tentang perkawinan oleh Undang undang No. 16 tahun 2019. Di dalam pasal 7 ditentukan
bahwa usia nikah bagi laki-laki dan perempuan adalah Sembilan belas tahun, yang
kemudian dikuatkan dengan lahirnya PERMA No. 5 tahun 2019. Hal ini dimaksudkan
untuk terjagannya kemaslahatan dari suatu perkawinan yang dipertimbangkan dari
beberapa hal; kesehatan reproduksi, kematangan jiwa dan kesiapan untuk menerima
pembebanan (taklif) atas posisi masing masing dalam suatu rumah tangga. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library reseach dengan mengumpulkan
sejumlah data/informasi berkenaan dengan usia kawin. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa pengaturan usia kawin berhubungan erat dengan kesiapan psykologis,
medis (organ reproduksi) dan sosiologis sebagai dasar untuk menerima konsekwensi dari
suatu pernikahan.

Kata kunci : Usia nikah, Psikologis, Medis, Sosiologis

A. PENDAHULUAN

Dalam Al-Qur’an tidak tersurat adanya batasan usia tertentu untuk menikah, dalam hadist
pun nabi tidak memberikan ketetapan spesifik batas usia nikah, namun beliau memilih diksi
“manistatha’a” yang bermakna barang siapa yang telah mampu dan ulamamadzhab tidak
memberikankesepakatan batasan bulugh lagi rasyid secara gamblang. Dalam kitab Al-Figh
‘Ala  Al-Madzahib Al-Khamsa dijelaskan bahwa ulama bersepakat adanya haidl dan
mengandung (hamil) adalah duatanda baligh bagi perempuan, dan keluarnya mani menjadi
tanda bagi balighnya seorang laki-laki.! Indonesia termasuk negara yang memberi perhatian
terhadap perkawinan dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Batas usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 Undang-
Undang Nomor 1 Tahunl974 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya
diijinkan jika pihak pria sudahmencapai umur 19 tahundan pihak wanita sudah mencapai
umur 16 tahun.? Saat ini telahdiubah menjadi Undang-UndangNo. 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang menaikkan usia
minimal kawin bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, batas
usia kawin perempuandan laki-laki sama yaitu 19 tahun.

Sebelum Undang-Undang Perkawinan disahkan orang-orang terdahulu melaksanakan
pernikahan di usia 14 tahun sangatlah lumrah. Tidak ada yang mempersulitperizinan
pernikahan. Namun di era modern ini jauh berbeda dengan kondisi sosial zamandahulu.
Adanya pembatasan usia pernikahan, sebenarnya bertujuan untuk menjaga kesehatan suami,
istri dan keturunannya.® Selain itu dengan adanya pembatasan ini diharapkan dapat
mengurangi angka pernikahan di usia dini dan juga akan membantu menghambat tingginya
laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk.* Melihat realitas masyarakat pengaruh
globalisasi tidak hanya memberi dampak positif melainkan juga dampak negatif terhadap
masyarakat Indonesia terutama remaja. Apakah dengan memperketatusia pernikahan bisa
menghindari dampak negatif tersebut.

Dewasa ini perubahan Undang-Undang Perkawinan terkait batas minimal usia
menikah masih sangat hangat diperbincangkan masyarakat dan para tokoh. Usia dewasa

1 Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Figh, AlaAl-Madzahib Al-Khamsah, (Teheran,Muassasah Al
Shadiq Li Ath-Thiba’ah Wa An-Nasyri, 1998), Him. 240.
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).
3Penjelasan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), HIm. 5
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seorang anak pun berbeda dalam beberapa pengertian dan undang-undang di Indonesia.
Angka pernikahan usia dini justru semakin meningkat. Mengacu pada data Badan Pusat
Statistik (BPS), sebaran pernikahan anak di seluruh provinsi di atas 10%. Bahkan di 23
provinsi, sebaran perkawinan anak lebih besardari 25%.°> Pengadilan juga memfasilitasi
masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin. Para pegiat gender dan aktivis HAM (Hak
Asasi Manusia) lebih gencar menyuarakan pelarangan menikah usia dini. Mereka
beranggapan bahwa menikah di usia dini hanya memiliki dampak buruk bagi para
remaja,baik dari segi pendidikan, kesehatan ibu dan anak, kualitas perkawinan, dan
lainnya. Hal tersebut tidak diimbangi dengan perspektif agama yang mengulik tentang usia
minimal pernikahan. Karena dengan melihat realita perubahan sosial, maka hal tersebut
penting untuk dikaji.

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian
ini akan membahas kualitas usia perkawinan menggunakan pendekatan multidisipliner.
Dalam pendekatan multidipliner, peneliti mencoba untuk mengkaji usia perkawinan yang
ideal menurut al-Qur’an surat an-Nisaa’ Ayat 5 dan 6 yang tidakmemberikan batas usia
perkawinan secara pasti dengan disiplin ilmu lain seperti ilmu pengetahuan baik sosial
kognitif, kesehatan reproduksi dan kesejahteraan psikologi, sehingga akan diambil
kesimpulan terkait usia perkawinan yang ideal agar mencapai kualitas perkawinan dan
diharapkan meminimalisir dampak dari perkawinan usia dini.

B. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengkaji dan
menelaah berbagai dokumen penelitian atau buku berupa tulisan yang berkaitan dengan usia
ideal perkawinan dan mengkaji sudut pandang dari beberapa bidang ilmu terhadap usia
perkawinan. Penelitian dengan metode analitik dengan pendekatan multidisipliner, akan
diteliti dengan pendekatan terhadap disiplin ilmu kesehatan reproduksi, ilmu psikolog.
Dengan teknikpengumpulan data berupa metode kepustakaan dan dokumentasi dengan
meneliti dokumen- dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi.
Dalam hal ini untuk menemukan usia yang ideal untuk melakukan perkawinan maka,
menentukan kualitas usia perkawinan di analisis dengan surat An-Nisa’ ayat 5 dan 6 dalam
karya tafsir Al-Misbah serta disiplin ilmu sosial dan sains.

Analisa data menggunakan metode deskriptif-induktif dengan mengedepankan pola
induktif.Kualitas usia perkawinan ini akan disimpulkan dengan mendeskripsikan data-data
yang diperoleh dari beberapa referensi dari disiplin ilmu sosial dan sains yang terkait dengan
usia perkawinan untuk menggali informasi terkait dengan aturan perkawinan di usia dini,
faktor penyebab dilaksanakannya perkawinan dini, dampak-dampak perkawinan dini dari
segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Maraknya perkawinan di bawah umur di Indonesia telah menjadi ancaman serius bagi
kelangsungan kehidupan yang berkualitas. Hal ini disebabkan karena perkawinan di bawah
umur telah nyata-nyata mengabaikan beberapa aspek penting sebagai prasyarat membangun
rumah tangga seperti aspek kematangan psikologis, kecerdasan sosiologis juga kematangan
medis dalam hal kesiapan organ reproduksi terutama bagi perempuan pelaku pernikahan di
bawah umur. Untuk itu kemudian pemerintah negara republik Indonesia mengeluarkan aturan
baru berupa ketentuan beracara dalam perkara dispensasi nikah di bawah umur yang berlaku
di seluruh pengadilan agama dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik

5 Badan Pusat Statistik, Statistical Pocketbook of Indonesia, Jakarta, 2020.
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Indonesia No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili perkara dispensasi nikah di bawah
umur. Peraturan ini merupakan hal baru sebagai bentuk pembaruan dalam pengaturn batas
usia nikah di Indonesia.

Peraturan ini bertujuan untuk “menyeleksi secara ketat” atas pengajuan perkara
dipensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Tujuan aturan
ini adalah mengawal norma usia nikah sebagaimana termaktub dalam Undang undang No. 16
tahun 2019 yakni untuk laki laki dan perempuan ditetapkan pada usia 19 tahun. Peraturan ini
bersifat “terobosan baru” sebagai langkah untuk menekan angka pernikahan di bawah umur
di Indonesia, dengan tujuan idealnya adalah mewujudkan suatu perkawinan yang legal,
berkualitas dan berdampak pada kemajuan negara republik Indonesia.

Surat An-Nisa Ayat 5 dan 6 menegaskan bahwa seseorang bisa menikah ketika
diacukup umur untuk menikah. Atau dengan bahasa lain, pernikahan seseorang boleh
dilakukan ketika dia sudah baligh atau dewasa. Dalam ayat tersebut makna rusyd berarti
kecerdasan. M Quraish Shihabmenjabarkan tafsirannya tentang ayat ini, bahwa didalamnya
tersurat perintah bagi wali untuk menguji anak-anak yatim denganmemperhatian keadaan
mereka sampai hampir mencapai umur yang menjadikan mereka mampu melaksanakan
perkawinan. Kemudian jika telah diketahui bahwamereka memilki kecerdasan (rusyd), yakni
kepandaian untuk memelihara harta serta kestabilan mental makawali dapat menyerahkan
harta mereka. Sebab ketika itu tidak ada lagi alasan untuk menahan harta mereka.

Sebagaimana pendapat M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah bahwa baligh
sangat berbeda dengan rusyd. Makna dasar kata rusyd adalah ketepatan dan kelurusan jalan.
Kemudian lahir kata rusyd yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa, yang
menjadikannya mampu bersikap dan bertindak dengan tepat. Orang yang telah memiliki
akal secara sempurna disebut rasyid yang oleh Imam Al-Ghazali diartikan sebagai dia yang
mengalir penanganan dan usahanya ke tujuan yang tepat, tanpa petunjukpembenaran atau
bimbingan dari siapapun.

Melihat dari surat An-Nisa’ ayat 6 diatas dapat diartikan jika kata baligh memberikan
peluang untuk melakukan penafsiran yang berbeda-beda. Agama hanya memberi
prinsipnya, sehingga mengenai kedewasaan untuk menikah termasuk dalam masalah
ijtihadiyyah yang artinyasiapapun masih bisa menggunakan nalar dalam menyesuaikan
dengan kondisi sosial dan budaya yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain.
Dalam tafsir Al-Misbah surat An-Nisa’ayat 5, dewasa juga diartikan dengan seseorang yang
cerdas dalam mengelola hartanya. Al-Qur’anmemerintahkan untu mendidik dan menguji
kedewasaan anak “sampai usia menikah” (balaghu an- nikah)sebelum mempercayakan
pengelolaan harta sepenuhnya. Maka dalam hal ini Al-Qur’an memberi isyarat perlunya tes
dan bukti objektif perihal tingkat kematangan fisik dan kedewasaan intelektual dari anak
asuh yang belum memasuki usia perkawinan sebelum mempercayakanpengelolaan harta
bendanya.

Kualitas Usia Perkawinan dengan Pendekatan Sosial

Pada dasarnya anak-anak sekarang atau para remaja lebih mudah menerima perubahan dan
mengikuti tren luar, mereka mudah membuka diri untuk hal baru dan mengikutinya.
Sehingga berkaitan dengan perilaku remaja saat ini yang mudah begaul dengan lawan jenis,
lebih  mementingkan urusan asmara daripada pendidikan. Sungguh situasi yang
memprihatinkan, apalagibagi orangtua. Situasi sosial yang susah untukdicegah dan dikontrol
adalah pesatnya perkembangan media massa baik cetak maupun elektronik yang juga
mempengaruhi perilaku anak-anak. Sehinggasaat mengetahui anaknya memiliki pasangan
atau melakukan hubungan seks diluar nikah, maka orangtua memutuskan untuk menikahkan
anaknya.
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Dapat disederhanakan bahwa dalam situasi sosial saat ini, dimana masyarakat
yangkurang mampu dan hidup ditengah tradisi yang mengikat cenderung menikahkan
anaknyadi usia yang muda. Karena bagi mereka baligh itu bukan ukuran usia dan hanya
melihat dari perubahan fisik anak. Dan kecemasan akan pergaulan anak juga menjadi faktor
pendorong perkawinan anak. Bahkan bagi masyarakat yang mampu dan berpendidikan juga
akan memilih menikah muda untukmenghindari seks bebas. Berdasarkan penjelasanyang
dinyatakan Shufiyah, walaupun beberapa pendapat menyatakan bahwa menikah adalah
upaya untuk menghindari seks bebas, namun dilihat dari kondisi saat ini, mayoritaspara
remaja belum terbiasa dengan penyelesaian berbagai tanggungjawab sehingga pernikahan
dini tidak bisa diajukan sebagai solusi.

Kualitas Usia Perkawinan dengan Pendekatan Kesehatan Reproduksi

Dari segi kesehatan, usia 16 dan 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 merupakan usia yang belum matang dalam hal reproduksi dengan kata
lain bahwa usia dibawah 20 tahun merupakan rentang usia reproduksi yang tidak aman.
Departemen Kesehatan menyebutkan bahwa usia 19 tahun tidak menjamin remaja telah
matang secara fisik, psikis, social maupun reproduksi. Dan dalam Undang-Undang
Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 No. 23 yang memberikan penjelasan bahwa mereka yang
masih usia 18 tahun masih disebut anak-anak. Menanggapi permasalahan meningkatnya
angka kematian ibu dan anak berkaitan erat dengan usia perkawinan calon pasangan
pengantin. Jika mereka menikah di usia 16- 19 tahun kebawah. Akan besar kemungkinan
untuk hamil dan melahirkan sebelum usia 20tahun dan hal tersebut beresiko bagi kesehatan
ibu dan bayi. Kelahiran anak yang baik dalam ilmu kesehatan adalah apabila dilahirkan
seorang ibu yang telah berusia 20 tahun. Oleh sebab itu, dianjurkan apabila seorang
perempuan belum berusia 20 tahun untuk menunda perkawinannya. Dan apabila sudah
terlanjur menikah yang masih dibawah usia, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan.
Penerapan usia tersebut juga untuk memberikan hak-hak reproduksi bagi perempuan.

Sebagaimana pendapat Dr. Ali Sibran M tentang usia perkawinan yang ideal menurut
ilmu kesehatan yakni ketika seorang perempuan berusia 20 tahun dan seorang laki-laki
berusia 25 tahun,dimana ketika usia 20 tahun dan 25 tahun secara fisik mereka sudah matang
dan alat reproduksi perempuan sudah matang sehingga ketika terjadi pembuahan dan
kehamilan akan mengurangi bahaya yang telah diuraikan diatas. Batas usiaminimal ini
menjadi usia ideal perkawinan karena mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan yaitu
menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, menjaga
gais keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagamaan dalam keluarga,
dan mempersiapkan aspek ekonomi. Batas usia tersebut dianggap sudah matang dari aspek
medis, psikologis, sosial, dan tentunya agama sehingga menciptakan keluarga dengan
kualitas perkawinan yang baik.

Kualitas Usia Perkawinan dengan Pendekatan Psikologi

Dari segi psikis, usia 16-19 tahun dipandang belum siap melakukan perkawinan dengan
segala akibatnya. Gadis kecil yang melahirkan bayi merupakan suatu hal yang
telahdielakkan olehdunia kedokteran. Karena mempengaruhi kesehatan baik fisik maupun
mental. Akibatnya seseorang yang belum siap menghadapi permasalahan yang terjadi dalam
rumahtangga akan seringterjadi percekcokan.

Dalam ilmu psikologi seseorang yang telah mencapai kematangan mental dan psikis
untuk memulai rumahtangga adalah di usia akhir remaja yaitu 21 atau 22 tahun
bagiperempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Di usia ideal tersebutlah seseorang sudah
dianggapmatang secara psikologi baik emosi, kognisi dan sosial. Secara sosiologis pula,
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persoalan perkawinan bekaitan dengan keluarga terutama orangtua dan masyarakat.
Terlebih orangtua yang bagaimanapun restu orangtua bagi anak merupakan hal yang
menjadikan kesiapan bertambah. Bertambahnya kesiapan seseorang menjadikan mereka
matang secaraemosi dan mampu memupuk tanggungjawab dalam rumahtanga.

Ditinjau dari hikmah dan tujuan perkawinan, menurut penulis dalam usia remaja fokus
pikiran mereka adalah dalam pencarian jati diri dan cenderung baru melihat hal-hal baru di
luar lingkungan keluarganya dan belum tentu dapat memenuhi kebutuhan finasialnya
sendiri. Padahal secara psikologis kedewasaan merupakan suatu fase pada kehidupan
manusia yang menggambarkan tercapainya keseimbangan mental dan pola pikir dalam
setiap perkataan dan perbuatan. Seseorang yang telah mampu bekerja untuk mencari, maka
sesungguhnya secara pribadi dia telah mampu berfikir dan bertanggung jawab atas
kebutuhan hidupnya.

D. SIMPULAN

Merujuk pada surat An-Nisa’ ayat 5 dan 6 menegaskan bahwa pernikahan seseorang boleh
dilakukan ketika dia sudah baligh atau dewasa. Terdapat kata rusyd yang bermakna
kesempurnaanakal dan jiwa. Menurut QuraishShihab termasuk kriteria yang harus dimiliki
sebelum menikah. Kualitas usia perkawinan menurut tafsir QS. An-Nisa’ ayat 5 dan 6 adalah
ketika seseorang telah baligh dan dewasa, yang artinya bukan hanya dari segi fisik namun
juga kematangan mental, mampu mengelola keuangan, dapat bersikap dan bertindak dengan
tepat.

Implementasi usia perkawinan dalam penafsiran QS. An-Nisa’ ayat 5 dan 6 Menurut
Quraish Shihab bahwa batas usia perkawinan didasarkan pada kualitas diri seseorang, yaitu
telah sempurna akalnya dan cerdas dalam mengelola harta. Hal tersebut sejalan dengan
tujuan diberlakukannya batas usia perkawinan di Indonesia. Persoalan batasusia perkawinan
ini merupakanwilayah ijtihadiyyah sehingga senantiasa terbuka untuk dilakukan perubahan
ketika kondisi masyarakat, waktu dan tempat telah menuntut untuk dilakukannya perubahan
tersebut. Sehingga menentukan usia yang berkualitas untuk menikah bisa ditinjau dari
beberapa aspek dan disiplin ilmu lain. Adanya Undang-Undangdan KHI yang mengatur
batas usia perkawinan dirasa belum efektif dalam pelaksanaannya.Karena masih banyak
masyarakat yang mencari celah hukum untukmenikah dibawah umur.

Kualitas usia perkawinan yang ideal menurut ilmu kesehatan yakni ketika seorang
perempuan berusia 20 tahun dan seorang laki-laki berusia 25 tahun, dimana ketika usia 20
tahun dan 25 tahun secara fisik mereka sudah matang dan alat reproduksi perempuan
sudahmatang. Hal tersebut sejalan dengan usia kematangan psikologis untuk memulai
rumah tangga adalah di usia akhir remaja yaitu 21 atau 22 tahun bagi perempuan dan 25
tahun bagi laki-laki. Di usia ideal tersebutlah seseorang sudah dianggap matang secara
psikologi baik emosi, kognisi dan sosial. Adapun dalam kondisi sosial yang terikat dengan
tradisi cenderung mengawinkan anaknya di usia muda. Dan jika melihat pesatnya
perkembangan teknologi yang menyebabkan mafsadah memang menikah bukan hanya
solusi tapi hal yang baik. Perlu adanya kerjasama yang seimbang untuk menghindari
madharat dari pernikahan usia muda dan pesatnya perkembangan teknologi yang merubah
tatanan sosial.

Untuk menjaga norma usia nikah sebagaimana termaktub dalam UU No. 16 tahun
2019 yakni sembilanbelas tahun, maka pemerintah Indonesia melalui Mahkamah Agung
menerbitkan PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman pemeriksaan perkara dispensasi
nikah di bawah umur yang sekaligus mengisi kekosongan hukum sebelumnya.
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